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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISAS! DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

o 1.

KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,
bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala
daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat
menyelenggarakan seluruh urusan Pemerintah Daerah;
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten
Kutai Timur secara efektif dan efisien, perlu penataan
kembali Perangkat Daerah;
bahwa dengan berkembangnva wilayah dan
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur,
Peraturah Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Kutai Timur, dianggap sudah tidak sesuai lagi;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan
Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
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Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 694),

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten

Kutai Timur;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah, adalah Bupati Kutai Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdin dari
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga
teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

6. Dinas Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
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dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.

Kewenangan adalah hak dan kewajiban Pemerintah Daerah
untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis
pada Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan para ahl
sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Esselon adalah tingkatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dinas Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
meliputi:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

o

Dinas Kesehatan;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

oo

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
Dinas Pekerjaan Umum;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Koperasi dan UKM dan Ekonomi Kreatif;

5o o

Dinas Pendapatan Daerah;

—

Dinas Pertanian dan Peternakan;

Dinas Perkebunan;

o

Dinas Kehutanan;

[SUVN

Dinas Kelautan dan Perikanan;

. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
Dinas Pertambangan dan Energj;
Dinas Kesejahteraan Sosial;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

Qs o0 B 3

Dinas Tata Ruang.
BAB IIT ...




BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur
pelaksana otonomi Daerah.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pendidikan
dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas

‘pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijjakan teknis pendidikan dan Kebudayaan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dalam Pendidikan dan Kebudayaan;
pembinaan dan pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI!

Pasal 6
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri
dan:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahkan:

i.

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Pendidikan Dasar membawahkan:

1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar;

2. Seksi Pengendalian Mutu dan Ketenagaan Pendidikan
Dasar;

3. Seksi Sarana, Prasarana dan Inventarisasi Pendidikan
‘Dasar

Bidang Pendidikan Menengah membawahkan:

1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Menengah;

2. Seksi Pengendalian Mutu dan Ketenagaan Pendidikan

Menengah; dan
3. Seksi Sarana, Prasarana dan Invetarisasi Pendidikan

Menengah;

Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Kebudayaan:

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Seksi Tradisi, Per-Filim-an dan Kesenian; dan

3. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan, Pengembangan,
Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat;

Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
membawahkan:

1. Seksi Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan,

2. Seksi Sertifikasi dan Kualifikasi; dan

3. Seksi Penghargaan, Perlindungan, dan Kesejahteraan;

Kelompok Jabatan Fungsional;
UPT; dan
Sanggar Kegiatan Belajar.

(2) Stsunan ..
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(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI], DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 7

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana daerah di bidang
kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 9

Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis kesehatan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dalam kesehatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan kesehatan; dan
pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian ...




(2)

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdin dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan,

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
2. Seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan; dan
3. Seksi Farmakmin dan Alkes;

d. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; dan

3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Keluarga;
2. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat; dan

3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayvaan Masyarakat;

f. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

membawahkan:

1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
2. Seksi Pemberantasan Penyakit; dan

3. Seksi Penyehatan Lingkungan,

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.

Susunan  struktur bagan organisasi Dinas Kesehatan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V ...




BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 11

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang
kepala dinas.

(3) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyval tugas
melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang tenaga kerja dan

transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 13

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi,

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang tenaga kerja dan transnigrasi;
pembinaan dan pelaksanaan tenaga kerja dan transmigrasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdin

dan;:

g.
h.

Kepala Dinas;

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Pelatihan dan Penempatan  Tenaga Kerja

membawahkan:

1. Seksi Perencanaan dan Informasi Pasar Kerja;

2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas; dan

3. Seksi Penempatan dan Perluasan kesempatan kerja;

Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Perselisihan;
2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
3. Seksi Persyaratan Kerja;

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan:

1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;

2. Seksi Penyelesaian Kasus Pengawasan Ketenagakerjaan;

dan
3. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan
Kerja;

Bidang Transmigrasi membawahkan:

1. Seksi Penyiapan Pemukiman;

2. Seksi Penempatan; dan

3. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasamn;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPT.

(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

Peraturan Daerah ini.

BAB VI ...




BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika merupakan
unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan,

Komunikasi, dan informatika.

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas.

{3) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perhubungan,

komunikasi, dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.
Bagian Ketiga
FUNGSI
Pasal 17
Dinas  Perhubungan, Komunikasi, dan informatika  dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan perhubungan, komunikasi, dan informatika;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;

c. pembinaan ...
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pembinaan dan pelaksanaan perhubungan, komunikasi,
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informatika; dan

dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Informatika terdiri dari:

a.
b.

g.

Kepala Dinas,

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Perhubungan Darat membawahkan:

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);

2. Seksi Angkutan Sungai Danau Perry (ASDP); dan
3. Seksi Angkutan Darat;

Bidang Perhubungan Laut membawahkan:

1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;

2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Laut; dan
3. Seksi Keselamatan Penumpang Laut.

Bidang Perhubungan Udara membawahkan:

1. Sekst Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara;

dan

2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang Udara; dan

3. Seksi Teknik Bandara;
Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan:
1. Seksi Informasi dan Telematika;

2. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan

3. Seksi Pendayagunaan Media dan Kelembagaan Informasi.

Kelompok Jabatan Fungsional; dan
UPT.

(2) Susunan ...




(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISAS]
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 19

(1) Dinas Pekerjaan Umum  merupakan unsur  pelaksana

pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum.
(2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala dinas.

(3) Kepala Dinas Pekerjaan umum berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintah daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI
Pasal 21

Dinas pekerjaan umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 20 menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dalam pekerjaan umum;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang pekerjaan umum;
c. pembinaan dan pelaksanaan pekerjaan umum; dan

d. pelaksanaan ...
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Sumber Daya Air membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Tata Guna SDA; dan
3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan,
d. Bidang Bina Marga membawahkan:
I. Seksi Perencanaan Teknis;
2. SeksiJalan; dan
3. Seksi Jembatan;
e. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Teknis;
2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan

3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
f. Bidang Tata Ruang membawahkan;

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Secksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
3. Seksi Bina Jasa Kontruksi;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. UPT.

Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VIIT ...
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BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 23

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur
Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, dan
Perdagangan.

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas.

{3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 24

Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Perindustrian dan

Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 25

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan Perindustrian dan Perdagangan,;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang Perindustrian dan Perdagangan;

¢. pembinaan dan pelaksanaan Perindustrian dan Perdagangan; dan
/ atau

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

terdiri dari:

a.
b.

g.
h.

Kepala Dinas;

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Industri membawahkan:

1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;

2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan

3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Industri Mikro Kecil dan
Menengah;

‘Bidang Perdagangan membawahkan:

1. Seksi Perijinan, Pendaftaran & Pendataan Usaha;

2. Seksi Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri dan
Perdagangan Luar Negeri; dan

3. Seksi Promosi, Kemitraan, dan Iklim Usaha;

Bidang  Pengendalian dan  Perlindungan  Konsumen

membawahkan:

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

2. Seksi Metrologi; dan

3. Seksi Kelembagaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan
Konsumen;

Bidang Sarana dan Prasarana:

1. Seksi Sarana Prasarana Industri dan Standarisasi;

2. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi; dan

3. Seksi Monitoring dan [nformasi Pasar;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPT.

(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan
Daerah ini.

BABIX ...
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BAB IX
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI], DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM, DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kedua
KEDUDUKAN

Pasal 27

(1) Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur
Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi UKM dan
Ekonomi Kreatif.

(2) Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang
kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 28

Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Koperasi UKM dan

Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 29

Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif;

c. pembinaan dan pelaksanaan Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif;
dan

d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif terdiri

(2)

dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaniat membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program:;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan Koperassi;

2. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan;

d. Bidang Usaha Koperasi, membawahkan:
1. Seksi Permodalan dan Pembiayaan; dan

2. Seksi Koperasi Pertanian dan Non Pertanian;

e. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif,
membawahkan:
1. Seksi UKM; dan
2. Seksi Ekonomi Kreatif;
f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan:
1. Seksi Pengendalian; dan
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan,;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.

Susunan struktur bagan organisasi Dinas Koperasi, UKM, dan
Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

Peraturan Daerah ini.

BAB X ...
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BAB X

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 31

(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah
di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS
Pasal 32

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintah daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 33

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 32 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dalam pendapatan Daerah;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
‘bidang Pendapatan Daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan Pendapatan Daerah;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain,
membawahkan:
1. Seksi Bagi Hasil Pajak; dan
2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan

3. Seksi Penerimaan lain-lain;

d. Bidang Pajak Retribusi, membawahkan:
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2. Seksi Penetapan dan Perhitungan;

3. Seksi Penagihan dan Keberatan;

e. Bidang PBB dan BPHTB membawahkan:
1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan

3. Seksi Penerimaan, Pengurangan, dan Verifikasi;

f. Bidang Pengendalian, Operasional, Evaluasi, dan Pelaporan
membawahkan:
1. Seksi Pengendalian;
2. Seksi Evaluasi; dan
3. Seksi Pelaporan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.

(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
sebagaimana  tercantum dalam  Lampiran VIII  Peraturan
Daerah Ini.

BAB XI ...




221 -

BAB XI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 35

(1) Dinas Pertanian dan Petermakan merupakan unsur pelaksana

Pemerintah di bidang Pertanian dan Peternakan.
(2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dinas.

(3) Kepala Dinas Pertanian dan = Peternakan  berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 36

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintah daerah dibidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 37

Dinas Pertanian dan Petermakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 36 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dalam bidang pertanian dan Peternakan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang pertanian dan Peternakan;

c. pembinaan dan pelaksanaan pertanian dan Peternakan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, dan Peternakan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawian; dan

3. Sub Bagian Keuangan,

c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahkan:
1. Seksi PLA Pertanian;
2. Seksi PLA Peternakan; dan
3. Seksi ALSINTANNAK;

d. Bidang Pertanian membawahkan:
1. Seksi SEREALIA;
2. Seksi HORTIKULTURA; dan
3. Seksi PERLINTAN;

e. Bidang Petermakan membawahkan:
1. Seksi Produksi Ternak;
2. Seksi Kesehatan Hewan; dan

3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

f. Bidang P2H membawahkan:
1. Seksi P2H Pertanian;
2. Seksi P2H Peternakan; dan

3. Seksi Pengembangan Usaha;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.

(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pertanian dan Petermakan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XII ...




BAB XII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISAS]
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 39

(1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah

di bidang perkebunan.
(2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas Perkebunan  berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 40

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah
daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 41

Dinas perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan dalam bidang perkebunan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang perkebunan;
¢. pembinaan dan pelaksanaan perkebunan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

a. Kepala ...
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Kepala Dinas;

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Pengembangan membawahkan:
1. Seksi Penyiapan dan Pemanfataan Lahan;
2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal; dan

3. 'Seksi Penataan Kelembagaan SDM Petani,

Bidang Produksi membawahkan:

1. Seksi Bahan Tanaman;

2. Seksi Budidaya Tanaman; dan

3. Seksi Tekhnologi Alat dan Mesin;

Bidang Usaha Tant membawahkan:

1. Seksi Perijinan;

2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
3. Seksi Pembinaan Usaha;

Bidang Perlindungan Tanaman membawahkan:
1. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman Perkebunan;
2. Seksi Konservasi Tanah dan Air; dan

3. Seksi Peramalan, Pengamatan, dan Pengendalian OPT;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

UPT.

(2} Susunan struktur bagan organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTA! TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 43

(1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah

di bidang Kehutanan.

(2) Dinas ...
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(2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala dinas.
(3) Kepala Dinas Kehutanan  berkedudukan di  bawah  dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 44

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah

daerah di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 45

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada Pasal 44 menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

perumusan kebijakan dalam bidang kehutanan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang kehutanan;

pembinaan dan pelaksanaan kehutanan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
‘SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan,;

c. Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan membawahkan:
1. Seksi Pemanfaatan Hutan,;
2. Seksi Pengelolaan Hutan Alam; dan

3. Seksi Pengelolaan Hutan Tanaman;

d. Bidang ...
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Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan membawahkan:
1. Seksi Produksi dan Eksploitasi Hutan;
2. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan; dan

3. Seksi Tertib luran dan Bina Industri Kehutanan;

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan membawahkan:
1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
2. Seksi Perhutanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan; dan

3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan membawahkan:
1. Seksi Inventarisasi Hutan;
2. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan; dan

3. Seksi Penatagunaan dan Perpetaan;

Kelompok Jabatan Fungsional; dan
UPT.

(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 47

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana

Pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan.

(3) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian ...




Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 48

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyvai tugas melaksanakan urusan
pemerintah daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 49

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 48 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dalam bidang perikanan dan kelautan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang perikanan dan kelautan;

c. pembinaan dan pelaksanaan perikanan dan kelautan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:
‘1. Sub Bagian Perencanaan Program,;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan,;

c. Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
1. Seksi Teknologi Penangkapan dan Sumber Daya Ikan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap; dan
3. Seksi Pengelolaan SDI dan Pelayanan Usaha Penangkapan

Ikan;

d. Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:
1. Seksi Budidaya dan Teknologi;
2 . Seksi ...
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2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya,;

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahkan:
1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pembinaan Mutuy;
2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; dan

3. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Usaha;

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya
membawahkan:
1. Seksi Pengawasan dan Rehabilitasi Sumber Daya;
2. Seksi Perjjinan dan Penataan Hukum; dan

3. Seksi Penataan Lingkungan dan Pulau-Pulau Kecil;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.
(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 51

(1) Dinas Permnuda, Olah Raga, dan Parnwisata merupakan unsur
pelaksana Pemerintah di bidang Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata.

(2) Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 52

Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata mempunyai tugas

Melaksanakan ...
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melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pemuda, Olah Raga,
dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 53

Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dalam bidang Pemuda, Olah Raga, dan
Pariwisata;

b. penyvelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata; dan

c. pembinaan dan pelaksanaan Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata,
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdin
dari:
Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program,;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
1. Seksi Pariwisata;
2. Seksi Olah Raga; dan
3. Seksi Pemuda,;

d. Bidang Pariwisata Membawahkan:
1. Seksi Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata;
2. Seksi Usaha Pariwisata; dan

3. Seksi Pemasaran Pariwisata,;

e. Bidang Olah Raga membawahkan:

1. Seksi Pemasalahan dan Pembudayaan;
2 . Seksi ...
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2. Seksi Pembibitan Olah Raga; dan
3. Seksi Peningkatan Prestasi;

f. Bidang Pemuda membawahkan:
I. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Pengembangan Kepemudaan; dan

3. Seksi Penghargaan Pemuda;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.
Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan

Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI{l Peraturan

Daerah 1ni.

BAB XVI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 55

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana
Pemerintah di bidang Pertambangan dan Energi.
Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang kepala dinas.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 56

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ...
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Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 57

Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 56 menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang Pertambangan dan Energi;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang pertambangan dan energi;
pembinaan dan pelaksanaan pertambangan dan energi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dani:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program,
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Pertambangan membawahkan:
1. Seksi Pengusahaan;
2. Seksi Teknis dan Pembinaan Pertambangan; dan

3. Seksi Konservasi dan Produksi;

d. Bidang Geologi membawahkan:
1. Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi;
2. Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara; dan
3. Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologj;

e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan membawahkan:
1. Seksi Ketenagalistrikan;
2. Seksi Pengernbangan Energi; dan
3. Seksi Konservasi Energi;
f. Bidang Migas membawahkan:
1. Seksi Hulu Migas;
2. Seksit ...
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2. Seksi Hilir Migas; dan
3. Seksi Tehnik dan Lingkungan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.
(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi

sebagaimana tercantum datam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 59

(1) Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah
di bidang Sosial.

(2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS
Pasal 60
Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 61

Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 60 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang kesejahteraan sosial dan Perlindungan Masyarakat;

C. pembinaan ...
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pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial dan Perlindungan

Masyarakat; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANIJSASI

Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:

1. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas
Masyarakat;

2. Seksi Penyuluhan, Peningkatan Peran Lembaga Sosial
Masyarakat dan Kemitraan; dan

3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;

Bidang Pelayanan Sosial membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Sosial Anak;

2. Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia; dan

3. Seksi Peningkatan Peran Wanita dan Panti Sosial Masyarakat;

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;

2. Seksl Rehabilitasi Tuna Sosial; dan

3. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkoba, HIV /Aids dan
Bekas Hukuman;

Bidang Bantuan sosial dan Jaminan Sosial membawahkan:

1. Seksi Bantuan Sosial, Korban Bencana dan Pem ukiman;

2. Seksi Jaminan Sosial, Bantuan Fakir Miskin dan Sumbangan
Sosial; dan

3. Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan
HAM,;

g. Kelompok ...
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g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.
{2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 63

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana Pemerintah di bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas.

(2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 64

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan

pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 65

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dalam bidang kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

b. penyelenggaraan ...




N

235.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

pembinaan dan pelaksanaan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 66

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri

dari:
a. Kepala Dinas;
'b. Sekretariat yang membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program,;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Pelayanan Kependudukan membawahkan:
1. Seksi Pelayanan dan Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan

3. Seksi Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan;

Bidang Pencatatan Sipil membawahkan:

1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;

2. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan

3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak, Perubahan,
dan Pembatalan Akta;

Bidang Pengelolaan, Penyajian, dan Layanan Informasi Adminitrasi
Kependudukan membawahkan:

1. Seksi Informasi dan Publikasi;

2. Seksi Proyeksi Kependudukan; dan

3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi Penduduk;

Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
membawahkan:

1. Seksi Vernifikasi dan Validitasi Data,;

2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi; dan

3. Seksi Kearsipan Dokumen Administrasi Kependudukan;

g. Jabatan ...




g. Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.

(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah

ini.

BAB XIX

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TATA RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian KESATU
KEDUDUKAN

Pasal 67

(1) Dinas Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang

Tata Ruang.

(2) Dinas Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas Tata Ruang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 68

Dinas Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah
daerah di bidang Tata Ruang.

Bagian Ketiga
FUNGSI
Pasal 69

Dinas Tata Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 68

Menyelenggarakan ...




menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan perencanaan mengenai Program  Perencanaan
Pemanfaatan Ruang;

b. pengaturan Program Pemanfaatan Ruang;
perumusan Kebijakan dalam bidang Pengendalian Ruang;

d. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang Pengolahan Data dan Informasi Spasial; dan

e. pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh Bupati sesual dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 70

(1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat yang membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang membawahkan:
1. Seksi Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang Perkotaan,;
2. Seksi Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang Darat; dan
3. Seksi Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang Pesisir, Pulau-
Pulau Kecil, Sungai dan Udara;
d. Bidang Pemanfaatan Ruang membawahkan:
1. Seksi Pemanfaatan Ruang Perkotaan;
2. Seksi Pemanfaatan Ruang Daratan; dan
3. Seksi Pemanfaatan Ruang Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Sungai
dan Udara;

e. Bidang Pengendalilan Ruang membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Ruang Perkotaan;

2. Seksi Pengendalian Ruang Daratan; dan

3. Seksi ...
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3. Seksi Pengendalian Ruang Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Sungai

dan Udara;

f. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Spasial membawahkan:
1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Spasial Ruang Perkotaan;
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Spasial Ruang Daratan;
dan
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Spasial Ruang Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil, Sungai dan Udara;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. UPT.

Susunan struktur bagan organisasi Dinas Tata Ruang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

BAB XX
TATA KERJA

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas masing-masing.

Penjabaran Tata Kerja masing-masing unit kerja perangkat daerah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai
dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing
perangkat daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap ...




(3)

(4)

(1)

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain
yvang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi
dibawahanva dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada

bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XXI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 72

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
untuk melaksanakan sebagaian kegiatan teknis operasional dan /
atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu

atau beberapa Kecamatan.

Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai
dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

untuk melaksanakan sebagaian tugas dinas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Dinas.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan

Bupati.
BAB XXII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 73

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

Sebagian ...
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sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan

keterampilannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuail

dengan bidang keahlian atau keterampilannya.

Jumlah dan Pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja vang ditetapkan

dalam formasi jabatan dengan Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XXIII
ESELON PEJABAT DINAS DAERAH

Pasal 74
Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.

Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural
eselon Illa.

Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon Iilb.

Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD Dinas Merupakan

jabatan struktural eselon IVa.

Kepala Sub Bagian pada UPT dan Kepala Tata Usaha Seckolah
Kejuruan merupakan jabatan Struktural Eselon [Vb.

Kepala Tata Usaha Sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata
usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
sebelumnya yang mengatur tentang Dinas Daerah dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap

Melaksanakan ...
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melaksanakan tugasnya sampal ditetapkan pejabat yang baru

berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian tugas, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Desember 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

. S

N

H. ISRAN NOOR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAIL TIMUR

LAMPIRAN |

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAT TIMUR

NOMOR - 6 TAHUN 2013
KEPALA
DINAS
I
SEKRETARIAT
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
KELOMPOK BIDANG BID)-,\NG BIDANG 1311 3ANG
JABATAN PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN NON FORMAL, PEMINGKATAN MUTU PERIDIDIK
FUNGSIONAL INFORMAL DAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
| KEBUDAYAAN
|
L
S KURIKSSE(SI]\A DAN SEKSI YT SERS
KURIKULUM DAN - / — - : ,
EVALUASI EVALUASI PENDIDIKAN ANAK USIA DIN] PEMBD'NB?AN-PEI‘}:E‘D’MN
PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN MENENGAH AN BELATIHAN
SEKSI SEKS! SEKS] SEKSI
PENGENDALIAN MUTU PENGENDALIAN MUTU TRADISI. PER-FILIM-AN DAN SERTIFIKASI DAN e
DAN KETENAGAAN —  DAN KETENAGAAAN KESENIAN ] KUALIFIKASI
PENDIDIKAN DASAR PENDIDIK AN MENENGAH
SEKSI SEKSI SEKSI
SARANA, PRASARANA SEKSI SEJARAH, KEPURBAKALAAN, PENGHARGAAN PERLINDUNGAN [
DAN INVENTARISASI SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN, — DAN KLESEJAHTUERAAN
n INVETARISASI '
PENDIDIKAN DASAR KEBUDAYAAN DAN
PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN MASYARAKAT
BUPATI KUTAI TIMUR,
_-_‘-‘-‘—i—u—
| )
SANGGAR KEGIATAN
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAL TIMUR

)
" LAMPIRAN 1J

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

uPT

NOMOR . 6 TAHUN 2013
KEPALA DINAS
|
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAM UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
- .
BIDANG BIDANG BIDANG PR AR RS AN
PENGEMBANGAN SUMBER PELAYANAN BINA KESEIATAN PENYAKIT DAN
ESEHA 1 IESEHA k i . rac
DAYA KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT IENYLEHATAN
LINGKUNGAN
___.’ J‘ i | H
SEKSI SLKSI SEKSI
PENGEMIBANGAN SARANA PELAYANAN KISEHATAN KIELUARGA [ S1KSI
— DAN .I’RAS/\RANA KESEHATAMN DASAR DAN PENGAMATAN DAN —
KLSEHATAN RUJUKAN PENCEGALIAN PENYAKIY
SEKSI
— : PERBAIKAN GIZ1 || -
J SEKSI SEKSI MASYARAKAT SEKSI
PENGEMBANGAN TENAGA PELAYANAN PEMBERANTASAN PENYAKIT  —
KESEHATAN KFESEHATAN KHUSUS
— — SEKS! —
SEKS1 SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN — — SEKSE LJ
FARMAKMIN AN ALKES JAMINAN PEMELMARAAN PEMBERDAYAAN PENYENATAN LINGKUNGAN
KESFMATAN MASY ARAKAY
BUPATI KUTAI TIMUR,
\__x—_____

/"—%‘

N
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAST

KABUPATEN KUTAI TIMUR

]
4 LAMPIRAN TII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

NOMOR : 6 TAHUN 2013
KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
[ ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
BERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG [ BIDANG
PELATIHAN DAN HUBUNGAN INDUSTR] PENGAWASAN KETENAGA BIDANG
PENEMPATAN TENAGA DAN JAMINAN SOSIAL KERJAAN TRANSMIGRASI
KERJA TENAGA KERJA
T I
7 |
SEKS! SEKSI
SEKSI KELEMBAGAAN HUB. PENGAWASAN NORMA SEKSI
—{  PERENCANAAN DAN INDUSTRIAL DAN KERJA | PENYIAPAN PEMUKIMAN
INFORMASI PASAR PERSELISIHAN |
KERJA
[ SEKSI
SEKSI SEKSI PENYELESAJAN KASUS SEKSI
1 PELATIHAN DAN PENGUPAHAN DAN PENGAWASAN — PENEMPATAN L
PRODUKTIFITAS JAMINAN SOSIAL TENAGA KETENAGAKERJAAN
KFR1A
SEKSI SEKSI SEKSI SEKS!
PENEMPATAN DAN PERSYARATAN KERJA PENGAWASAN NORMA J PEMBINAAN MASYARAKAT
— PERLUASAN KESELAMATAN DAN DAN KAWASAN
KESEMPATAN KERJA KESEHATAN KERJA

UPT

BUPATI KUTAI] TIMUR,
J
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BAGAN STRUKTUR QRGANISASI LAMPIRAN 1V

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN 2 RMATIKA " IPERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KABUPATEN KUTAL TIMUR : NOMOR . 6 TAHUN 2013
KBPALA
DINAS
1 I
SEKRETARIAT
I fiiit T
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PER ENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
KELOMPOK - —l
JABATAN BIDANG BIDANG a BIDANG BIDANG
FUNGSIONAL PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN LAUT PERHUBUNGAN UDARA KOMUNIKASI DAN
INFORMATIXK A
I -
| _ = | .
| SEKSI - I
w1 | | LALULINTAS ANGKUTAN | SEKSI
SEKSI LAUT SARANA DAN PRASARANA SEKSI
LLAJ PERHUBUNGAN UDARA INFORMASI DAN
) TELEMATIK A
' SEKSI

iE‘iKSP] TEKNIK SARANA DAN I SEKSI ] S

5D PRASARANA LAUT ANGKUTAN DAN SEKS]

KESELAMAJSE’;ENUMPANG —‘l)s DAN TELEKOMUNIKASI
SEKSI M SEKSI = B o
ANGKUTAN DARAT KESELAMATAN SEKSI SEKS]
PENUMPANG LAUT PENDAYAGUNAAN MEDIA
TEKNIK BANDARA DAN KELEMBAGAAN
INFORMASI
upT
BUPATI KUTAI TIMUR,
~

H. ISRAN NOOR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAL TIMUR

)

} LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAT TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2013
KEPALA
DINAS
1
SEKRETARIAT
I
l | 1
SUE} BAGIAN SUT BAGIAN UMLUM SUR BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWIAN KEUANGAN
PROGRAM o
KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
JABATAN SUMBER DAYA AIR BINA MARGA CIPTA KARYA TATA RUANG
FUNGSIONAL
] — I |
. SEKS]
SEKSI SEKSI SEKSI S,
PERENCANAAN TEKNIS | PERENCANAAN TEKNIS PERENCANAAN TEKNIS PERENCANAAN TATA RUANG
SEKSI SEKSI
TA?‘ASEL]TI‘?J; SDA S1EKST TATA BANGUNAN DAN PEMANFAATAN DAN
— JALAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN TATA
RUANG
: SEKSt
SEKSI SEKS]
OPERASIONAL DAN . JEMBATAN PEN ng%nt’yg&‘;mm | SEKSI
PEMELIHARAAN BINA JASA KONTRUKSI
BUPATI KUTAI TIMUR,
UPT

H. ISRAN NOOR




BAGAN STRUKTUR ORGANISAS] iy . - LAMPIRAN V1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGA] I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KABLUPATEN KUTAL TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2013 Gty sagizds
KEPALA
DINAS
R L i e e e |
SEKRETARIAT
] . i
SUB BAGIAN 3UR BAGIAN SUB BAGLAN
PERFNCANAAN KE‘%‘GJ;‘“?,G’;N KEUANGAN
PROGRAM ! -
[ ' [ [ o 1
KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
JABATAN INDUSTRI PERDAGANGAN PENGENDALIAN DAN SARANA DAN
FUNGSIONAL PEﬁgﬁsDuliT&M PRASARANA
= ST a—— AL  E— 2
SEKSI
) SEKSI PERUINAN
SEKS] : SARANA PRASARANA
INDUSTRI LOGAM MESTN. || PENDAFTARAN DAN SEKSI PENGAWASAN INDUSTRI DAN ||
EL EKTRONIKA DAN PENDATAAN USAHA DAN PENGENDALIAN ‘
ANEKA - . o STANDARISAS]
[ SEKS] :
_J SEKSI INDUS TR T A AN SEKSI METROLOGI SEKSI
KIMIA AGRO DAN PERDA B SARANA PRASARANA [
HASTL HUTAN ; GANGAN :
] DALAM NEGERI DAN PERDAGANGAN DAN
PERDAGANGAN LUAR — .
- N SEKSI KELEMBAGAAN, DISTRIBUS]
SEKSI PEMBINAAN, PEMBERDAY AAN DAN
PEN%EESN K%girgggsm SEKSI PROMOSI PERLINDUNGAN L
. 3 1
MENENGAH | KEMITRAAN DAN KONSUMEN Fd SEKSI MONITORING -
IKLIM USAHA DAN INFORMAST PASAR
r UPT -‘ BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



BAGAN STRUKTUR ORGANISAS] & TATA KERJ.

i
J

DINAS KOPERASL UKM DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN KUTAIL TIMUR

L DPIRAN viI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

B e p—

NOMOR & TAHLN 2013
KEPALA
DINAS
SEKRETARIAT
g
[ [ I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN LTI DAN KEUANGAN
FRORGAM KEPEGAWALAN
BIDANG . BIDANG .
KELEMBAGAAN BIDANG BIDANG PENGENDALIAN DAN
KOPERASI DAN UUSAHA KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH EVALUASI
USAHA KECIL DAN EKOMOM] KREATIF J
el R [ PR T i r ki I
SEKSI ] e ’
. SEKSI .
KISLIEMBAGAAN, SEKS| SEKS!
| A PERMODALAN DAN UKM PENGENDALIAN
PEMBIAYAAN ENG A
SEKS! STt gty
SEKSI SEKS]
KOPERASI SEKS:
ENDIDIKAN | KREATIF
. PEI.JL ATIH Al;‘ DAN PERTANIAN DAN EKONOMI KREA EVALUASI DAN
PENYULUHAN NON PERTANIAN { PELAPORAN

BUPATI KUTAI TIMUR,
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

)

JAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR  :6 TAHUN 2013
KEPALA
DINAS
|
SEKRETARIAT
i |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN .
PERENCANAAN UMUM DAN SUB BAGIAN
KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KELOMPOK DANA PERIMBANGAN PAJAK DAN PBB DAN BPHTB ()PLIQZE:(;;;TIJAI"LAT‘U .
DAN PENERIM LAIN- - g IRASIONAL, EVALUAS
JABATAN EA[NAAN AIN RETRIBUSI DAN PIiLAPORAN
FUNGSIONAL |
[ ] I
o SEKSI SEKSI
| SEKSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN DAN SEKS]I
BAG] HASIL PAJAK — PENDATAAN PENILATAN PENGENDALIAN
SEKS] SEKS]
[ ) | SEKSI
BAGI HASIL BUKAN PERHITUNGAN DAN INFORMAS] EVALUASI
PAIAK
SEKSI SEKSI
SEKSI | PENAGIHAN DAN o E SEKSI
L PENERIMAAN LAIN- KEBERATAN PENERIMAAN PENGURA PELAPORAN

LAIN

NGAN DAN VERIFEKAS]

UPT

BUPATI KUTAl TIMUR,

\-____‘_‘_‘___

sl e

H. [SRAN NOOR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI \
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABL  _/EN KUTAL TIMUR

LAMPIRAN 1X

,)\ERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAT TIMUR

NOMOR

1 6 TAHUN 2013

KEPALA
DINAS
1
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PRORGAM KEPEGAWAIAN
BIDANG . BIDANG
PRASARANA DAN BIDANG BIDANG oy
SARANA PERTANIAN PETERNAKAN
PERTANIAN
KELOMPOK I I | | l
Fdrﬁg!s\;)?m SEKS] SEKSI
. SEKSI | SEKSI PRODUKSI TERNAK - P2H PERTANIAN —
PLA PERTANIAN SEREALIA
: SEKSI SEKSI
SEKSI KESEHATAN HEWAN P2H PETERNAKAN -
SEKS! —  HORTIKULTURA T
PLLA PETERNAKAN
PENYEBARAN DAN | PENGEMBANGAN USAHA
SEKSI | SEKS] PENGEMBANGAN TERNAK
ALSINTANNAK PERLINTAN
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTALI .

) LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR -6 TAHUN 2013
KEPALA
DINAS
i
SEKRETARIAT
[ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
-
| xsLomPoK BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
JABATAN PENGEMBANGAN PRODUKSI USAHA TAN! PERLINDUNGAN TANAMAN
FUNGSIONAL
T —-| ] — —
— b SEKSI
SEKSI SEKS] SARANA PERLINDUNGAN
PENYIAPAN DAN SEKSI PERIIINAN — TANAMAN PERKEBUNAN
PEMANFAATAN LAHAN BAHAN TANAMAN
SEKSI SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN DAN SEKSI PENGOLAHAN DAN KONSERVASI TANAH DAN
PERLUASAN AREAL BUDIDAY A TANAMAN PEMASARAN AIR
SEKS] SEKSI l SEKSI SEKSI
PENATAAN TEKHNOLOG] ALAT DAN PEMBINAAN USAHA PERAMALAN PENGAMATAN
KELEMBAGAAN SDM MESIN DAN PENGENDALIAN OPT
PETANI N

urt

BUPATI KUTAI TIMUR,

e

H. ISRAN NOOR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI )
DINAS KEHUTANAN KABUPATIEN KUTAI uK/I'UR

LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAT TIMUR

NOMOR - 6 TAHUN 2013
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUR BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWIAN
k Y L 4
BIDANG BIDANG .
PEMANFAATAN DA PRODUKS] DAN PEREDARAN BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN HUTAN HASIL HUTAN REHABILITASI DAN INVENTARISASI DAN TATA
KELOMPOK PERLINDUNGAN HUTAN GUNA HUTAN
JABATAN
FUNGSIONAL | —— E—
N SEKS! SEKSE SEKSI
SEKSI > PRODUKSI DAN ) o M i
™ PEMANFAATAN EKSPLOITAST HIITAN REHABILITASTFIUTAN DAN INVENTARISASI HUTAN
HUTAN - ) LAHAN L '
— SEKSI SEKSI
SEKS) »  TERTIB PEREDARAN PERHUTANAN SOSIAL | SEKS] e
PENGELOLAAN HASIL HUTAN DAN PELESTARIAN
™" HUTAN ALAM LINGKUNGAN INFORMAS! SUMBER
DAYA HUTAN
SEKSI [
PENGSEFIKOS[[JAAN TER TIE IURAT DAN PERL leSJEr;rléS;:N HUTAN SEKSI
LOLAA BINA INDUSTRI : "
HUTAN TANAMAN KEHUTANAN DAN KONSERVAS] ALAM PLNAPW;;"R(;‘EJTN;:;‘J DAN

UPT

BUPATI KUTAI TIMUR,

=

H. ISRAN NOOR



BAGAN STRUKTUR ORGANISAS]

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPA . _4

&KUTA[ TIMUR

T OMPIRAN XTI

RATURAN DAERAH KABUPATEN KUTA] TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2013
KEPALA
DINAS
|
SEKRETARIAT
[ |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG
TABATAN BIDANG PERIKANAN BUDI PENGOLAHAN DAN PENGAWASAN DAN
PERIKANAN TANGKAP DAYA PEMASARAN PENGENDALIAN SUMBER
FUNGSIONAL A
AYA
| | | ]
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
TEKNOLOGI BUDI DAYA DAN PENGOLAHAN HASIL DAN PENGAWASAN DAN
PENANGKAPAN DAN TEKNOLOG! PEMBINAAN MUTU REHABILITASI SUMBERDAYA
SUMBERDAYA IKAN
SEKSI .
SHKS! KESEHATAN IKAN SEKS| SEKSI
2l — NGK s PERIJINAN DAN PENATAAN
SARANA DAN PRASARANA AN LINGKUNGAN PEMASARAN HASIL HUKUM
TANGKAP PERIKANAN
SEKS]
SEKSH
SEKSI SP’?{%I:’Q Ebﬁ SEKSI PENATAAN LINKUNGAN DAN
PENGELOLAAN SDI DAN BUDIDAY A PENGEMBANGAN DAN PULAU-PULAU KECIL
PELAYANAN USAHA KEMITRAAN USALA
PENANGKATAN IKAN
BUPATI KUTAI TIMUR,
UPT

=

H. ISRAN NOOR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI]
DINAS PEMUDA, QLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUTAL TTMUR

N

JAMPI’RJ\N X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAIL TIMUR

NOMOR ;6 TAHUN 2013

KEPALA
DINAS
I
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN $UB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
JABATAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA OLAH RAGA PEMUDA
FUNGSIONAL
| | | I
SEKSI SEKS! SEKSI  SEKSI
PARIWISATA OBYEK WISATA DAN PEMASALAHANN DAN || PEMBERDAYAAN | |
DAYA TARIK WISATA PEMBUDAYAAN PEMUDA
SEKSI SEKS( SEKSI
SEKSI USAHA PARIWISATA PEMBIBITAN OLAH RAGA [ PENGEMBANGAN [
OLAHRAGA KEPEMUDAAN
SEKSI SEKSI SEKSIL
PEMUDA PEMUDA
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



BAGAN STRUKTUR QRGANISASI } ),AMP!RAN X1V
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGl KABUPATEN KUTAL TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

------- NOMOR _ :6 TAHUN 2013

KEPALA
DINAS
|
SEKRETARIAT
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
NG
KELOMPOK BIDANG BIDANG . BDA . BIDANG
JABATAN PERTAMBANGAN GEOLOGI LISTRIK DAN PEMANFAATAN MIGAS
FUNGSIONAL .
I ] 1 ]
] —
] SEKSI SEKSI SEKS)
] SEKSI | AIR TANAH DAN | KETENAGALISTRIKAN - HULU MIGAS
PENGUSAHAAN LINGKUNGAN GEOLOGI )
L __.
; SEKS]
SEKS] ] o _ SEKS[ ——  PENGEMBANGAN ENERGI | SEKSI
B . SUMBER DAYA MINERAL
TEKNIS DAN PEMBINAAN AN BATUBARA HILIR MIGAS
PERTAMBANGAN
SEKS]
SEKS| | RVAST ENERG e
GEOLOGI DAN MiTIGAS KONSERVASI ENCRGI ] SEKS]
i SEKSI BENCANA GEOLOGL TEHNIK DAN LINGKUNGAN
KONSERVASI DAN
PRODUKS) 0P

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. [SRAN NOOR



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

)

.,}AM PIRAN XV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR & TAHUN 2013
KEPALA
DINAS
|
SEKRETARIAT
[ |
SUI3 BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN
KELOMPOK _ BIDANG
JABATAN BIDANG BIDANG BIDANG BANTUAN SOSIAL DAN
FUNGSIONAL PEMBERDAYAAN SOSIAL PELAYANAN SOSIAL REHABILITAS] SOSIAL TAMINAN SOSIAL
| | [ ]
SEKS] SEKSI
PEMBERDEE,*;%{N PERAN SEKSI REHABILITASI SOSIAL BANTUAN SOSIAL, KORBAN
:MBE | eg ¢ PENYANDANG CACAT BENCANA DAN PEMUKIMAN
KELUARGA DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK /
KOMUNITAS
MASYARAKAT
SEKSI
SEKSI SEKSI JAMINAN SOSIAL,BANTUAN
SEKSI PELE:;‘,\JT?FN&?EML REHABILITASI TUNA SOSIAL FAKIR MISKIN DAN
PENYULUHAN, : SUMBANGAN SOSIAL
PENINGKATAN PERAN :
LEMBAGA SOSIAL MASY. SEKSI
DAN KEMITRAAN SEKSI BANTUAN KORBAN TINDAK
SEKSI REHABILITAS]I ANAK NAKAL, KEKERASAN, PEKERJA
PENINKATAN PERAN KORBAN NARKOBA HIV/AIDS MIGRAN DAN HAM

SEKSI
KEPAHLAWANAN KEPERIN

WANITA DAN PANTI
SOSIAL MASYARAKAT.

DAN BEXAS HUKUMAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. [SRAN NOOR

TISAN DAN KEJUANGAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN :uH[L KABUPATEN KUTAL TIMUR

WPIRAN XVI

r ERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

NOMOR 6 TAHUN 2013
KEPALA
DINAS
KELOMPOX
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
1
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN LB BAGIAY SUB BAGIAN
PERENCANAAN i EUANGAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN JANG
J BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG PENGELOLAAN, SISTEM INFORMASI
e PENYAJIAN DAN ADMINISTRAS]
; PENCACATAN SIPIL
PELAYANAN ENCACATAN S1P LAYANAN INFORMASI KEPENDUDUKAN ( SIAK)
KEPENDUDUKAN ADM KEPENDUDUK AN —
I T i
SEKSI
SEKSI :
. _ SEKSI VERIFIKAS] DAN
mgﬁ}tﬁiﬁ*‘gﬂ?ﬁg " SEKS] INFORMAS] DAN VALIDITASI DATA
NTITA ] PERKAWINAN DAN PUBLIKASI
PERCERAIAN
SEKSI — _ SEKS) |
PINDAH DATANG SEKSI | PROTEKS| PENGEMBANGAN DAN
- PENDUDUK - PENCATATAN KELAHIRAN CEPENDUDUKAN T PEMELIHARAAN
DAN KEMATIAN : TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSI SEKSI I SEKSI
PENYERASIAN KEBIJAKAN SEKSI MONITORING,EVALUASI | | KBEARSIPAN DOKUMEN
LT DAN PERENCANAAN PENGANGKATAN ' DAN DOKUMENTASI ADMINJSTRASI
KEPENDUDUKAN PENGAKUAN, PENDUDUK | KEPENDUDUKAN
I PENGESARAN ANAK
PERUBAHAN DAN
PEMBATALAN AKTA
UPT

H. [SRAN NOOR



QAL WD BV D B U IR AN,

LAMPIRAN XVU

DINAS TATA RUANG KABUPA _NKUTAIT JR “RATURAN DAERAH KABUPATEN'KUTAI TIMUR !
SOMOR 6 TAHUN 2013 -
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
- i ik .}
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEUANGAN
PROGRAM KFPF(AWAITAN
KELOMPOK BIDANG b BIDANG E  BIDANG = NGOLEIL%\FISM A DAN
JABATAN PROGRAM PERIENCANAAN i ohn AN PENGENBA T A RUAN PENG .
FUNGSIONAL PEMANFAATAN RUANG PEMANFAATAN RUANG D UANG INEORMASI SPASIAL
Sastii oo
L i =
| 1 == 5 SEKSI
SEKSI T PENGOLAHAN DATA DAN
SEKSI SEKSI PENGENDALIAN RUANG INFORMASI SPASIAL RUANG
PROGRAM PERENCANAAN [ | PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN PERKOTAAN
PEMANFAATAN RUANG PERKOTAAN ez AT
PERKOTAAN i SEKSI
o . B SEKSI w PENGOLAHAN DATA DAN
PENGENDALIAN RUANG [INFORMASI SPASIAL RUANG
SEKSI SEKSI B DARATAN DARATAN
PROGRAM PERENCANAAN || PEMANFAATAN RUANG ' ‘ -
PEMANFAATAN RUANG DARATAN .
DARAT e — SEKSI
foTipm | SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN
PENGENDALIAN RUANG INFORMAS! SPASIAL RUANG
SEKSI SEKSI N L PESISIR, PULAU-PULAU PESISIR, PULAU-PULAU
PROGRAM PERENCANAAN — ';’J%‘;AI”S‘{;{F ';S{ QS_%BEAS KECIL, SUNGA] DAN UDARA KECIL., SUNGAI DAN UDARA
PEMANFAATAN RUANG el SUNGA DAN
B A UL KECIL, AR A BUPATI KUTAI TIMUF
\\__ i g ot
S

UPT

H. ISRAN NOOR



